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PENGANTAR

Salam Kemanusiaan.

Selamat berpartisipasi dalam pelatihan RedR-Indonesia “Perlindungan Anak dalam
Situasi Darurat” yang didukung oleh dan bekerja sama dengan UNICEF, Indonesia.

Gabungan sesi-sesi teori dan praktik yang dilakukan dalam pelatihan ini diharapkan
akan membantu Anda memahami konsep perlindungan anak, khususnya dalam situasi
darurat bencana. Informasi yang diberikan dalam buku rujukan pelatihan ini berisi latar
belakang tentang banyak konsep yang kita bahas, rangkuman sesi-sesi yang disajikan,
dan informasi tentang bahan bacaan lebih lanjut. Seluruh isinya diambil dari wacana,
praktik, dan isu-isu, serta pendorong di tingkat global namun disesuaikan dengan konteks,
perspektif dan kondisi di Indonesia.

Dalam buku ini juga berisi halaman tempat Anda bisa membuat catatan dari bahan
yang Anda baca maupun dari sesi-sesi pelatihan yang Anda ikuti. Dengan demikian buku
kerja ini merupakan satu rujukan dan perangkat rujukan untuk Anda. Kami harap Anda
mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bersedia berbagi dengan peserta lain dari
pelatihan ini serta sekaligus menikmati seluruh rangkaian pelatihan ini.

Direktur RedR Indonesia

o il

Tri Budiardjo
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MEMAHAMI KEBENCANAAN
DI INDONESIA: TERMINOLOGI
KONSEP MANAJEMEN

PENANGGULANGAN BE

kerawanan  bencana yang  tinggi.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia
memiliki aspek risiko bencana, bahkan
banyak di antara wilayah-wilayah tersebut
yang memiliki lebih dari satu jenis risiko
bencana. Beberapa kejadian bencana
besar yang tercatat dalam sejarah telah
menimbulkan korban jiwa yang sangat
besar, antara lain adalah erupsi gunung
Tambora, Gunung Krakatau, Kkejadian
tsunami di Aceh, serta gempa yang disusul
oleh likuifaksi di Palu dan Donggala.

Indonesia adalah negara dengan tingkat

Selain kejadian bencana besar tersebut,
wilayah-wilayah di Indonesia juga tidak
terlepas dari kejadian bencana yang sifatnya
rutin dan periodik, seperti banjir. Tanah
longsor dan angin kencang, walaupun tidak
termasuk dalam bencana yang sifatnya
rutin, namun intensitas kejadian makin
lama makin meningkat. Mengacu pada
pembahasan di Bab 1, banyak kejadian
dan jenis bencana yang semakin sering
terjadi terkait dengan krisis perubahan
iklim. Dengan semakin meningkatnya
frekuensi dan intensitas bencana, maka
kelompok yang terdampak bencana juga
semakin banyak, dan tersebar di wilayah
yang semakin luas. Dibutuhkan upaya
Khusus untuk dapat membantu masyarakat
mengatasi  berbagai  risiko  bencana
tersebut, membangun ketangguhan dan
mempertahankan kehidupan mereka.

CANA

Kejadian bencana  tidak  hanya
disebabkan oleh kondisi alam, walaupun
dapat dikatakan bahwa komposisi terbesar
dari kejadian bencana terkait dengan alam.
Jenis kejadian bencana yang terkait dengan
alam (natural induced disaster) diantaranya
seperti banjir, tanah longsor, angin kencang,
erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan
tsunami. Selain itu, dikenal pula istilah
bencana yang muncul akibat ulah manusia
(man-made disaster), seperti bencana
yang terkait dengan tekhnologi, bencana
transportasi atau Kkecelakaan, kebakaran
hutan, atau bencana kesehatan seperti
pandemic  Covid-19. Untuk pandemi
Covid-19, perilaku manusia menjadi
katalisator yang mempercepat penyebaran
yang akhirnya menimbulkan
dampak bukan hanya sosial-ekonomi,
namun juga korban jiwa dan dampak
kesehatan dalam jangka panjang.

virus -

Dalam menghadapi kondisi kerawanan
bencana yang sangat tinggi tersebut,
masyarakat terutama yang tinggal di
wilayah rawan bencana, dan yang termasuk
dalam kelompok miskin dan rentan
perlu  membangun ketangguhan dan
daya adaptasi. Ketangguhan masyarakat
(community  resilience) dan  adaptasi
adalah dua hal yang saling berkaitan erat,
dimana masyarakat yang tangguh adalah
masyarakat yang mampu beradaptasi
dengan baik, dan pulih dari dampak
bencana.
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Dalam upaya membangun ketangguhan
dan kapasitas adaptasi, beberapa konsep
terkait perlu dipahami terlebih dahulu.
Konsep-konsep tersebut adalah konsep
kerentanan, konsep pengurangan risiko
bencana, termasuk pemahaman tentang
konsep ketangguhan dan kapasitas adaptasi.

Kerentanan mengacu pada kondisi atau
situasi yang dialami oleh orang/individu
atau sekelompok orang yang jika terkena
guncangan (shocks) vyang disebabkan
oleh bencana alam, bencana non-alam,
atau dampak dari perubahan iklim - akan
berdampak negatif pada penghidupan
mereka. Masyarakat yang rentan terhadap
guncangan, adalah masyarakat yang
memiliki kapasitas koping dan adaptasi
yang terbatas, yang membuat mereka sulit
untuk bertahan dan pulih dari dampak
bencana.

Berbanding terbalik dengan konsep
kerentanan, adalah konsep ketangguhan
(resilience).  Dalam  banyak  diskusi,
ketangguhan dimaknai sebagai sebuah
proses, bukan sebuah situasi atau state of
being - yang mana di dalam proses tersebut
ada upaya individu dan masyarakat untuk
menyiapkan diri, bertahan, beradaptasi
serta pulih dari dampak bencana dengan
menggunakan jaringan Kkapasitas yang
mereka miliki (Norris, 2008). Dalam
jaringan kapasitas, terdapat kapasitas
sumber daya manusia, kapasitas keuangan/
ekonomi, kapasitas sosial, dan ketersediaan
infrastruktur.

Dalam membangun ketangguhan
masyarakat sekaligus mengurangi
kerentanan (terhadap dampak bencana),
dibutuhkan pemahaman mengenai risiko
bencana dan aspek pengurangan risiko.
Pemahaman terhadap risiko bencana dapat
membantu masyarakat dalam mengambil
tindakan yang tepat untuk persiapan serta
antisipasi. Memahami risiko bencana dapat
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dimulai dari pengenalan jenis-jenis bahaya
yang ditimbulkan, tanda-tanda kemunculan
bencana, karakter dari bencana, daerah
yang rawan bencana serta kelompok-
kelompok yang rentan terdampak parah
dari bencana tersebut. Pengetahuan seperti
itu akan membantu pengambilan tindakan
yang tepat dalam rangka pengurangan
risiko bencana. Selain itu, penting juga
untuk mengindetifikasi pihak-pihak yang
terlibat dan berperan dalam kegiatan
pengurangan risiko bencana. Pengurangan
risiko bencana merupakan agenda penting
bagi banyak pihak, sehingga kolaborasi
multi-aktor sangat diperlukan untuk
mencapai tujuan bersama tersebut.

Dalam upaya membangun ketangguhan
masyarakat, pemerintah berperan
penting dalam meningkatkan kapasitas
adaptasi masyarakat. Penyediaan program
perlindungan sosial yang adaptif dapat
mendukung kapasitas adaptasi masyarakat
tersebut dalam berbagai aspek; menjaga
dan melindungi sumber daya manusia
- dari aspek pendidikan dan kesehatan,
serta mendukung kapasitas keuangan
masyarakat yaitu dengan melindungi
sumber penghidupan berkelanjutan.

PENANGGULANGAN
BENCANA (DISASTER
MANAGEMENT

Selama ini masih banyak masyarakat
yang melihat bencana sebagai sesuatu
yang datang diluar kemampuan manusia
atau dipandang sebagai peristiwa luar
biasa yang terjadi begitu saja secara
tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga
masyarakat memandang bahwa bencana
itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan
dipandang sebagai “tulah” di kalangan
masyarakat. Berdasarkan pandangan ini
masyarakat dipandang sebagai “korban”
sehingga membutuhkan pertolongan dan
bantuan dari pihak luar sehingga saat itu




penanggulangan bencana lebih dipandang
pada situasi darurat dan membutuhkan
bantuan.

Tabel 1
Paradigma Penanggulangan Bencana
Dulu dan Sekarang

Paradigma Paradigma
Terdahulu Baru

Fatalistik Rasional

Reaktif, Proaktif, melakukan
bertindak tindakan-tindakan sebelum
setelah bencana (pencegahan,
kejadian pengurangan resiko,
bencana kesiapsiagaan)

Terpusat Terdesentralisasi

(Diatur dari
Pusat)

(Pemerintah Daerah Dapat
memegang komando)

Berdiri sendiri ~ Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana
berkembang ke pandangan yang lebih
progresif yang melihat penanggulangan
bencana tidak hanya pada situasi
darurat (emergency) namun berkembang
pada bencana merupakan bagian
tidak terpisahkan dari pembangunan.
Upaya-upaya untuk pengintegrasian
penanggulangan  bencana ke  dalam
program-program pembangunan ini telah
dilakukan. Pandangan ini juga didorong
oleh perkembangan ilmu pengetahuan
alam dan sosial yang memandang bencana
merupakan bagian dari proses geologi,
hidrometeorologi dan hubungan sebab
dan akibat. Paradigma ini memandang
bahwa upaya penanggulangan bencana
lebih diarahkan kepada identifikasi daerah
rawan bencana, mengenali pola yang
menimbulkan kerawanan serta melakukan
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kegiatan mitigasi yang bersifat struktural
seperti membangun konstruksi (rumabh,
bangunan, dam, tanggul dll]) maupun non
struktural seperti penataan ruang termasuk
tata guna lahan, standar bangunan dll
(Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999
dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran
Paradigma  Penanggulangan  Bencana;
Dr.Rahmawati Husein).

Upaya-upaya ini sering dikenal dengan
penanggulangan bencana atau dalam UU
no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dikenal dengan istilah Penyeleng-
garaan Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya diturunkan dalam PP No 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

TUJUAN DAN
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
1. Tujuan Penanggulangan
Bencana

Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana bertujuan:

Tujuan penanggulangan bencana ada-
lah untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat dari ancaman ben-
cana, menjamin terselenggaranya pe-
nanggulangan bencana secara teren-
cana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh, dengan menghargai
budaya lokal, membangun partisipasi
dan kemitraan publik serta swasta,
mendorong semangat gotong royong,
kesetiakawanan, dan kedermawanan dan
menciptakan perdamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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2. Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

“Penyelenggaraan penanggulangan
bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, dan rehabilitasi/
rekonstruksi.”

“Kegiatan pencegahan bencana
adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya
untuk menghilangkan dan/atau
mengurangi ancaman bencana.”

“Mitigasi adalah serangkaian
upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan
fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.”

Tindakan Penanggulangan Bencana
merupakan sebuah siklus, bukan tindakan
yang dilakukan setelah terjadinya bencana.
Terdapat tindakan-tindakan yang perlu
dilakukan sebelum bencana terjadi dan
setelah terjadinya bencana, sebagaimana
ilustrasi di bawabh ini:

SIKLUS BENCANA

Kesiapsiagaan

Mitigasi

PRA
BENCANA

Pencegahan

BENCANA

Tanggap darurat

SAAT

PASCA
BENCANA

Pemulihan

Rekonstruksi

Gambar 2
Siklus Penanggulangan Bencana (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)
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Penanggulangan bencana yang dalam
definisi UNISDR sebagaimana tersebut di
atas adalah pengorganisasian, perencanaan
dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga,
merespons dan pulih dari bencana bisa
diartikan sebagai pengambilan keputusan
kebijakan dan administratif dan aktivitas-
aktivitas operasional yang berkaitan
dengan berbagai tahapan dalam satu
bencana di berbagai tingkat. Secara umum
penanggulangan bencana dapat dibagi
menjadi konteks sebelum bencana dan
setelah (pasca) bencana. Ada tiga tahap
utama aktivitas yang dilakukan dalam
penanggulangan bencana.

1. Sebelum bencana (prabencana):
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan
untuk mengurangi korban jiwa dan
hilangnya/kerugian harta benda karena
peristiwa bahaya dan untuk memastikan
bahwa kerugian-kerugian tersebut juga
diminimalkan ketika bencana terjadi.
Aktivitas-aktivitas pengurangan risiko
bencana dilakukan dalam tahap ini
adalah perencanaan penanggulangan
bencana, pengurangan risiko bencana,
pencegahan, pemaduan dalam rencana
pembangunan, analisis risiko bencana,
kesiapsiagaan, peringatan dini, dan
mitigasi bencana.

redrindonesia
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2. Selama bencana (kejadian bencana):
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk
memastikan kebutuhan-kebutuhan dan
penyediaan-penyediaan layanan untuk
para terdampak bencana terpenuhi
dan dan penderitaan diminimalkan.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam
tahap ini disebut sebagai aktivitas-
aktivitas tanggap darurat.

3. Setelah bencana (pascabencana):
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk
mencapai pemulihan dini dan membuat
mereka yang terdampak bencana
tidak terpapar pada kondisi-kondisi
kerentanan yang sudah ada sebelumnya.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam
tahap ini disebut sebagai aktivitas-
aktivitas respons dan pemulihan.

Jadi  tugas manajemen  bencana
tidak saja sewaktu bencana terjadi dan
setelahnya, melainkan sebelumnya dalam
rangka mengantisipasi bencana yang
sewaktu-waktu seperti gempa bumi
atau yang dapat diprediksi akan terjadi
seperti banji, karena adanya prakiraan
cuaca. Tugas dan aktivitas-aktivitas
tersebut seperti suatu siklus. Malah
seharusnya menjadi suatu spiral yang terus
berkembang ke atas menuju ke keadaan
yang terus semakin baik.
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AKTOR,KERANGKA HUKUM
PRINSIP DAN STANDAR
KEMANUSIAAN

Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan

antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional

untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk
sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit
Merah Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga
yang menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat
lokal dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan
dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (humanity), imparsialitas/
ketidakberpihakan (impartiality), kemandirian/ketidaktergantungan (independence), dan
netralitas (neutrality).Secara ringkas actor kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:

Siapa Aktor Kemanusiaan Itu?

| BNPB/BPBD !

Militer LSM

Polisi PENDUDUK Internasional
TERDAMPAK

Pemerintah

Palang Merah/
Bulan Sabit Merah

Sektor Swasta
Masyarakat/

CEEWELD

Dengan banyaknya kelompok aktor kerja kemanusiaan, maka peran masing-masing dan
bagaimana para aktor tersebut melakukan tugas dan berkontribusi dalam Penanggulangan
Darurat Bencana dan Penanggulangan Bencana secara umum perlu dikoordinasikan.
Di Indonesia PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
menegaskan bahwa bancana merupakan urusan semua orang baik pemerintah masyarakat,
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dan dunia usaha. Naskah Akademis
Kerangka Nasional Penanggulangan
Darurat Bencana (BNPB, tahun 2018)
peran dan tanggung jawab para aktor aksi
kemanusiaan juga menegaskan peran dari
masing-masing aktor tersebut.

Dalam perkembanganya aktor
kemanusiaan  tersebut tidak  hanya
mencakup pemerintah, masyarakat, dan
akademis namun juga menggandeng

media dan dunia usaha juga terlibat dalam
penanggulangan bencana yang dikenal
sebagai pentahelix.

L .

Peran dari masing-masing unsur
yang ada di pentaheliks ini nantinya akan
saling berkaitan untuk keberlangsungan
penanggulangan bencana yang lebih
baik. Peran pemerintah dalam hal
ini adalah pembuatan kebijakan dan
aturan yang mampu diimplementasikan

sampai ke masyarakkat/komunitas.
Akademisi akan lebih berperan dalam
menyumbangkan pengetahuan dan

pengalaman serta dapat menyumbangkan
dalam penguatan Kkapasitas masyarakat
baik pembangunan ketangguhan dan
pengurangan risiko bencana. Dunia usaha
akan berperan dalam pengetahuan, tukar
pengetahuan, pengembangan ekonomi,
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dan inovatif pembiayaan yang ada untuk
penanggulangan bencana. Hal ini akan
sangat baik ketika diimbangi dengan peran
media dimana media menjadi mata, telinga,
bahkan mulut wuntuk mennyampaikan
informasi yang terpercaya baik dalam
pra, saat dan pasca bencana. Masyarakat
yang menjadi ujung tombak pelaksanaan
dari semua strategi yang dirancang oleh
pemerintah akan sangat efektif jika semua
berperan hingga masyarakat tidak hanya
dijadikan obyek dalam peraturan tersebut.

PEMERINTAH

Menurut UU No. 24/2007, tanggung
jawab Pemerintah dalam pengelolaan
bencana meliputi:  perlindungan orang-
orang dari dampak bencana; pemenuhan
hak masyarakat dan orang-orang yang
terkena dampak terhadap distribusi layanan
minimum yang adil,pemulihan dari dampak
bencana; dan, Alokasi anggaran yang cukup
dan dana siap pakai untuk tanggap darurat
bencana

Dalam pelaksanaannya pemerintah
dibantu oleh Kementrian/Lembaga/
Badan yang Dbergerak baik secara

langsung maupun tidak langsung dalam
penanggulangan bencana antara lain Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
di tingkat pusat, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) untuk di tingkat
provinsi dan kabupaten. Selain itu
pemerintah pusat-provinsi dibantu oleh
Kementrian/Lembaga/Badan yang juga
saling bekerjasama dan berkoordinasi
untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang semakin baik.

Menurut uu No. 24/2007
tentang penanggulangan bencana,
Pemerintah membentuk Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan
ini  adalah lembaga pemerintah non
kementerian. Kepala BNPB mempunyai




kedudukan setingkat menteri (Pasal 10).
BNPB diberi tugas untuk memberikan
panduan dan arahan pengelolaan bencana
yang mencakup kegiatan pra-bencana,
tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini
termasuk menetapkan standarisasi dan
persyaratan pengelolaan bencana melalui
undang-undang, mengkomunikasikan
informasi tersebut kepada masyarakat, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana (pra-bencana,
tanggap bencana, pascabencana) secara
terencana, terpadu, dan komprehensif

(Peraturan Presiden No. 8/2008 Pasal 2-3).
BNPB dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri
dari dua unsur: Unsur Pengarah dan Unsur
Pelaksana.

Ketika bencana berdampak pada
lebih dari satu kabupaten/kota di
suatu  provinsi, pemerintah  provinsi
memfasilitasi  pelaksanaan  penanganan
darurat bencana di kabupaten/kota yang
terdampak. Menurut Undang-undang No.
24/2007, kewenangan pemerintah provinsi
atas pengelolaan bencana mencakup
penyelarasan kebijakan pengelolaan
bencana regional dengan  kebijakan
pembangunan daerah; menerapkan
kebijakan bekerjasama dengan provinsi,
kabupaten, dan kota lain; mengatur
teknologi yang berpotensi bencana di dalam
wilayahnya; dan pemantauan dan distribusi
uang dan barang pada skala provinsi dan/
atau kabupaten/kota.

MASYARAKAT

UU No. 24/2007 mendorong partisipasi
masyarakat di semua tahapan manajemen
bencana. Dalam UU No. 24/2007,
masyarakat sipil, baik yang diorganisir
secara formal maupun informal, diberi hak
untuk Dberpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, perencanaan, pelaksanaan
rencana, dan pemeliharaan program
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penanggulangan bencana. Peraturan
Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran
bantuan masyarakat dalam mendanai

kegiatan penanggulangan bencana.

Masyarakat dalam pentahelix ini juga
bisa diartikan sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). LSM nasional dan
lokal adalah mitra kunci dalam Kkegiatan
kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat.
Mereka diakui memainkan peran penting di
tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam
memberikan layanan penting, termasuk
yang terkait dengan kemampuan inti
tanggap darurat. LSM termasuk organisasi
sukarela, suku dan etnis, berbasis agama,
berbasis veteran, dan organisasi nirlaba
yang menyediakan tempat penampungan,
persediaan makanan darurat, dan layanan
pendukung penting lainnya. LSM bersifat
independen dan berkomitmen terhadap
kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan
dan nilai ini mendorong prioritas
operasional kelompok dan membentuk
sumber daya yang mereka berikan.

LEMBAGA/BADAN USAHA

Lembaga usaha perlu menyampaikan
rincian  keterampilan, jumlah orang,
dan sumber daya yang tersedia kepada
BNPB/BNPD saat menawarkan bantuan
dalam rangka tanggap bencana. Berdasar
kebutuhan dan kualifikasi, BNPB/
BPBD dapat menyetujui atau meminta
bantuan. Lembaga usaha harus akuntabel,
mematuhi kaidah manajemen bencana
dasar, mengamati norma kemanusiaan dan
hormat kepada masyarakat setempat Selain
itu, mereka harus melakukan kegiatan
tanpa maksud politik atau pertahanan/
keamanan dan tidak memanfaatkan korban
bencana. Lembaga wusaha diharapkan
berkontribusi untuk kegiatan pemulihan
seperti juga kegiatan tanggap darurat di
bawah koordinasi BNPB dan BPBD.
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AKADEMISI

Sebagai komunitas ilmiah dimana para
pakar Kkebencanaan, sosiolog, ekonomi,
geologi, dokter, pakar rekonstruksi dan
lain sebagainya. Pada akhirnya seluruh
pakar ini nantinya akan memberikan
gambaran berdasarkan penelitian untuk
mempertimbangakn kebijakan, sampai ke
implementasi kebijakan tersebut. Selain
itu pendidikan kebencanaan juga perlu
dipertimbangkan yang bertujuan untuk
mengurangi risiko bencana, meningkatkan
kapasitas pengetahuan dan kesadaran
terhadap bencana. Peran Perguruan
Tinggi dalam Penanggunglangan Bencana
pada dasarnya dapat diintegrasikan da-
lam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
baik melalui Program Pendidikan, Pene-
litian maupun Pengabdian Kepada Masya-
kat. Kegiatan dari ademisi ini antara lain:
Kegiatan pendidikan pengajaran, pene-
litian dan publikasi ilmiah; pengabdian
masyarakat;dan ain-lain.

MEDIA

Media massa memiliki peran besar
dalam memberikan informasi kebencanaan
kepada masyarakat. Pada akhirnya mereka
dapat selamat atau mengurangi risiko
bencana. Media mampu memberikan
Pendidikan, penyebaran informasi baik
dalam pra bencana, saat bencana dan
pasca bencana. Media juga berperan dalam
penyebaran Kkarya ilmiah, penyebaran
informasi  kebijakan pemerintah yang
dapat dipercaya oleh masyarakat yang pada
akhirnya juga akan meningkatkan koordinasi
dan efektifitas pentahelix yang ada.

MITRA INTERNATIONAL

Jika dampak suatu kejadian bencana
melewati kemampuan negara untuk
melakukan penanganan darurat bencana
seefektif dan secepat mungkin, suatu
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pernyataan dari pemerintah Indonesia
yang mengumumkan kesediaan menerima
bantuan internasional tersebut. Pernyataan
ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu
dengan berkonsultasi dengan BNPB. Jika
Pemerintah RI menerima bantuan asing,
ada dua tipe bantuan yang ditawarkan - on-
shore dan off-shore.
¢ Sumberdaya “on-shore” adalah
sumberdaya yang sudah ada di
Indonesia dan berada dalam program
dari masing-masing mitra internasional
terkait.
¢ Sumberdaya “off-shore” adalah sumber
daya tambahan yang sebelumnya tidak
dilakukan dan dimobilisasi di luar
Indonesia. Sumberdaya “off-shore”
secara khusus diperuntukkan bagi
penanganan darurat bencana dengan
level tertentu.

Untuk memastikan penggunaannya
yang paling efektif, bantuan sumberdaya
harus diselaraskan dengan tanggung jawab
kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Indonesia
dan BNPB. Pihak yang menawarkan
bantuan harus mengikuti pedoman dari
BNPB. Pengaturan koordinasi di antara
mitra regional dengan internasional diatur
oleh “ASEAN-UN Joint Strategic Plan of
Action on Disaster Management (2016-
20)”. “Plan” ini mengarahkan “ASEAN
Coordinating Centre for Humanitasrian
Assistance on Disaster Management (AHA
Centre)” dan “UN’ s Office for the Coor-
dination of Humanitarian Affairs (OCHA)”
untuk memastikan adanya “interoperability”
terpadu dalam berhubungan dengan oto-
ritas nasional sewaktu dan jika aset interna-
sional dan regional dibutuhkan.

Dalam  perumusan kebijakan  dan
pelaksanaan  penanggulangan  bencana,
Negara Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat internasional juga menghormati




dan mengacu pada instrumen hukum dan

kesepakatan global tentang kemanusiaan.

Kerangka Hukum Kemanusiaan International

yang biasa dirujuk dalam manajemen

Penanggulangan  Bencana  (PB) pada

umumnya adalah sebagai berikut:

¢ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM)

+ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

¢ Protokol Opsional Kovenan Hak-Hak
Sipil dan Politik

¢ Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya

¢ Konvensi Menentang Penyiksaan

¢ Konvensi Menentang Genosida

 Konvensi-Konvensi Jenewa

¢ Konvensi tentang Hak-Hak Anak

* Konvensi tentang Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan

¢ Piagam PBB

Kerangka hukum tersebut di atas,
menjadi acuan dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Darurat Bencana, yang
menjadi prinsip dan standar yang semakin
diterima oleh para pelaku Penanggulangan
Darurat Bencana. Prinsip dan standar
tersebut di antaranya adalah:

1. 1. Resolusi Sidang Umum PBB no
46/182 tahun 1991 tentang Prinsip
Bantuan Kemanusiaan, yaitu Nilai
Kemanusiaan, Netralitas, dan
Imparsialitas serta Independensi.
Standar lain yang bisa menjadi rujukan
adalah Standar Kemanusiaan Inti (Core
Humanitarian Standards)

2. 2. Sepuluh Kode Perilaku (Code of
Conduct) Gerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah yang dikembangkan
tahun 1992 dan diadopsi (diterima) oleh
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah pada tahun 1994. Sepuluh Kode
Perilaku ini sifatnya sukarela, ditegakkan
atas dasar kemauan organisasi untuk
menerimanya sebagai standar-standar
yang dituliskan dalam Kode Etik ini.:
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+ Nilai kemanusiaan sebagai yang
terutama dan tertinggi. Hak untuk
memperoleh bantuan kemanusiaan,
dan untuk menawarkannya,
merupakan suatu prinsip
kemanusiaan mendasar yang harus
dinikmati oleh semua warga negara
dari semua Negara;

¢ Bantuan kemanusian diberikan
tanpa diskriminasi dan untuk
kepentingan pemenuhan
kebutuhan, bukan pertimbangan
lain. Mendasarkan pemberian
bantuan darurat pada suatu kajian
yang seksama tentang kebutuhan
mereka yang terdampak bencana
dan kemampuan setempat yang
ada untuk memenuhi kebutuhan
tersebut;

e Bantuan kemanusian tidak
digunakan untuk tujuan politik
dan keagamaan. Meskipun lembaga
kemanusiaan nonpemerintah
(mempunyai hak untuk mempunyai
pandangan politik atau keagamaan
tertentu, bantuan yang diberikan
tidak akan berdasarkan kepada
keyakinan penerima bantuan
terhadap pandangan-pandangan
tersebut;

¢ Mengusahakan diri untuk
tidak dijadikan alat kebijakan
pemerintah asing. Pemberi
bantuan tidak membiarkan diri
mereka untuk dimanfaatkan
guna memperoleh informasi yang
bersifat peka tentang politik, militer,
ekonomi untuk pemerintah atau
lembaga-lembaga lain yang mungkin
mempunyai kepentingan di luar
tujuan kemanusiaan semata;

¢ Menghormati budaya dan adat
istiadat setempat. Pemberi bantuan
berupaya untuk menghormati
budaya, struktur, dan adat istiadat
masyarakat dan negara di mana
mereka bekerja;

Bahan Bacaan Pelatihan
PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT




redrindonesia

unicef &
i impraving humanitarian action

¢ Mengusahakan kegiatan tanggap
bencana dilakukan berdasarkan
kapasitas lokal. Semua orang dan
masyarakat — dalam situasi bencana
sekali pun - memiliki kemampuan
selain kerentanan;

¢ Mencari jalan melibatkan
penerima manfaat program
ambil bagian dalam manajemen
bantuan kemanusiaan. Bantuan
darurat dan rehabilitasi jangka
panjang akan paling efektif dicapai
jika penerima manfaat yang
menjadi sasaran dilibatkan dalam
perancangan, pengelolaan, dan
pelaksanaan program bantuan;

¢ Bantuan harus diusahakan untuk
mengurangi kerentanan untuk
bencana yang akan datang dan
pada saat yang sama memenuhi
kebutuhan dasar. Pemberi bantuan
berusaha keras untuk melaksanakan
program-program bantuan darurat
yang secara aktif mengurangi
kerentanan penerima manfaat
terhadap bencana di masa datang
dan membantu menciptakan gaya
hidup yang berkelanjutan.;

¢ Menjunjung akuntabilitas, baik
bagi yang dibantu maupun
yang memberi sumber-sumber
bantuan. Semua perundingan
dengan penyandang dana dan
para penerima manfaat harus
mencerminkan suatu sikap
keterbukaan dan transparansi;

e Dalam penyampaian informasi,
kegiatan publikasi dan iklan, akan
selalu menempatkan penyintas
bencana adalah pribadi yang
bermartabat dan bukan objek
yang tak berdaya. Tidak akan
membiarkan publisitas yang justru
dapat merugikan penerima manfaat
atau terhadap keamanan pekerja
kemanusiaan.
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3. Kerangka Acuan dan standar
International seperti Sphere, Core
Humanitarian Standards, Sphere dengan
tambahan elemen Covid serta standar-
standar nasional lain seperti SNI dan
SPM juga cenderung berkembang dan
bertambah seiring dengan terjadinya
bencana-bencana baru dengan
tantangannya.

Proyek Sphere- atau “Sphere” -
diawali pada 1997 oleh sekelompok
organisasi nonpemerintah dan Gerakan

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional. Kelompok ini memiliki
tujuan untuk meningkatkan kualitas
tindakan-tindakan mereka selama respons
bencana dan untuk bertanggung gugat
terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka
mendasarkan falsafah Sphere pada dua
keyakinan utama: pertama, bahwa mereka
yang terdampak bencana atau konflik
mempunyai hak untuk hidup bermartabat
dan, oleh karenanya, mempunyai hak untuk
mendapatkan bantuan; dan kedua, bahwa
sedapat mungkin harus diambil upaya
untuk meringankan penderitaan manusia
yang diakibatkan bencana atau konflik.

Dalam upaya untuk mendukung dua
keyakinan utama tersebut, Proyek Sphere
menyusun satu Piagam Kemanusiaan
dan mengidentifikasi serangkaian
standar minimum dalam sektor-sektor
penyelamatan nyawa yang sekarang
tercermin dalam empat bab teknis Buku
Pegangan: pasokan air, sanitasi dan
promosi kebersihan; ketahanan pangan
dan gizi; hunian, permukiman dan bantuan
nonpangan; dan layanan kesehatan.
Standar-Standar Inti merupakan standar-
standar proses dan berlaku untuk semua
bab teknis.




Dalam praktiknya, kebutuhan
kemanusiaan tidak selalu dapat masuk
ke dalam sektor-sektor Khusus. Respons
kemanusiaan yang efektif harus memenuhi
kebutuhan orang-orang secara menyeluruh
dan sektor-sektor harus berkoordinasi dan
bekerja sama satu sama lain untuk bisa
mewujudkannya. Dalam konteks krisis yang
berkepanjangan, ini juga bisa diperluas
melampaui respons kemanusiaan dengan
satu kebutuhan untuk bekerja erat dengan
para aktor pembangunan. Buku Pegangan
berisi rujukan silang untuk membantu
hubungan ini terwujud.

STANDAR KEMANUSIAAN
DI INDONESIA
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Layanan Kemanusiaaan Dalam
Bencana

SNI  7937-2013 merupakan standar
Nasional Indonesia (SND) Layanan
Kemanusiaan dalam bencana. Merupakan
hasil  kesepakatan  para  pemangku
kepentingan di Indonesia dengan merujuk
pada beragam standar minimum dalam
layanan kemanusiaan yang ada di dunia.
SNI ini bertujuan memberikan sumber
rujukan minimum kepada para pemangku
kepentingan  terkait bencana  dalam
memberikan layanan kemanusiaan secara
bermartabat.

redrindonesia

impraving humanitarian action

unicef &

Standar ini menetapkan persyaratan
bagi penyedia layanan
kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan
dasar umum, perlindungan, pasokan air,
sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan
sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan
pangan, hunian, permukiman, bantuan
nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak,
pemulihan ekonomi dan akuntabilitas
bagi penduduk terdampak. Standar ini
menetapkan mutu minimum yang harus
dicapai dalam layanan kemanusiaan
terutama pada tahap tanggap darurat
bencana.

minimum

Dalam masa Pandemi Covid-19, Sphere
menawarkan suatu pendekatan yang
holistik berpusat pada orang (people-
centred) untuk kerja kemanusiaan dengan
tiga bab dasar (three foundation chapters)
- Piagam Kemanusiaan (Humanitarian
Charter),  Prinsip-prinsip  Perlindungan
(Protection  Principles) dan  Standar
Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian
Standard) - yang mendukung bab-bab
teknis. Untuk penanganan Covid-19,
terdapat tiga faktor yang melingkupi
semuanya: Pertama, orang hendaknya
dilihat dan dihargai sebagai manusia
yang bermartabat bukan sekedar kasus.
Martabat manusia adalah yang utama.
Kedua, Kketerlibatan komunitas sangat
menentukan. Ketiga, dalam fokus mencegah
penyebaran Covid-19 kita tidak boleh
melupakan  kebutuhan-kebutuhan lain
dari mereka yang terpapar (ekonomi,
sosial, perlindungan), maupun kebutuhan-
kebutuhan lebih luas dari masyarakat yang
lebih luas.
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MEMAHAMI ISU LAPIS SANDIN
CROSS CUTTING ISSUE

enanggulangan  Darurat  Bencana
P(PDB) secara khusus dan Manajemen

Bencana pada umumnya perlu
mempertimbangkan dan memberi prioritas
kepada kelompok rentan. Perhatian
sedemikian ini disebut sebagai
cutting 1issues (isu-isu berlapis sanding).
Mereka yang dimaksud dengan kelompok
rentan adalah: anak-anak (mereka yang
berusia 18 tahun ke bawah), ibu hamil, kaum
perempuan (dalam kaitan isu gender - bukan
sekedar jenis kelamin) penduduk lanjut usia,
penyandang disabilitas, kelompok minoritas
yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat
(indigenous  groups). Kelompok-kelompok
masyarakat tersebut cenderung terabaikan
dalam Penanggulangan Darurat Bencana
(PDB) secara khusus dan Manajemen
Bencana secara umum.

Cross-

Tema berlapis sanding merupakan satu
pokok bahasan, topik atau topik-topik yang
saling berkaitan yang ada di berbagai sektor
dan dampak di lebih dari satu bidang.
Tema-tema berlapis sanding menuntut
tindakan dalam berbagai bidang dan harus
diintegrasikan ke semua agenda/program
pembangunan. Tema-tema berlapis sanding
mengacu kepada bidang-bidang perhatian
khusus yang menangani masalah-masalah
kerentanan perorangan, kelompok atau
umum dan menyentuh semua aspek
dalam perancangan dan respons dalam
perencanaan dan kesiapsiagaan bencana.

2011,
telah

Standar
berlapis

Menurut
delapan tema

Sphere
sanding

diidentifikasi dalam penanggulangan
bencana: Anak-Anak, Gender, Lanjut Usia,
Penyandang Disabilitas, Lingkungan,
Pengurangan Risiko Bencana, HIV/ AIDs
dan bantuan psikososial. Dari delapan
tema tersebut, lima secara langsung
menangani kerentanan populasi yang
cenderung terpinggirkan dalam berbagai
macam penanganan bencana. Penduduk
yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia,
penyandang disabilitas dan mereka yang
hidup dengan HIV menghadapi kesenjangan
dan ketidaksetaraan bahkan ketika tidak
sedang dalam situasi darurat. Bencana
semakin memperburuk kondisi kesenjangan
penduduk yang rentan dan terpinggirkan.

Perhatian utama  dalam  isu-isu
berlapis sanding ini adalah identifikasi
mereka dalam bentuk data yang terpisah
(segregated data) setidaknya menurut
usia, jenis kelamin (bukan hanya laki-

laki dan perempuan, tetapi orientasi
seksual lain), dan disabilitas (dalam
pengertian ~ hambatan-hambatan  yang

ada). Dengan data yang terpisah tersebut
dapat diindentifikasi besaran dan masalah
ikutan terkait dengan Kketerpinggiran
mereka. Di sisi lain, isu pelibatan atau
inklusi bagi semua kelompok rentan dan
terpinggirkan menjadi hal yang penting
untuk diperhatikan. Hambatan-hambatan
apa dan kerugian apa yang mereka hadapi
dapat dikurangi sehingga mereka bukan
saja dapat berpartisipasi melainkan juga
berkontribusi dalam setiap fase dan aspek
penanggulangan bencana.
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ANAK-ANAK DALAM
BENCANA

Apa yang membuat anak-anak lebih
rentan adalah karena, tidak seperti orang
dewasa, mereka tergantung pada sistem
bantuan luar untuk kelangsungan hidup
dan perlindungan mereka, yang hancur saat
bencana. Ada kesenjangan-kesenjangan
yang besar dalam pengembangan struktur-
struktur bantuan yang bisa menangani
kebutuhan-kebutuhan fisik, psikologi,
hukum dan pendidikan anak yang
terdampak bencana.

Dua prakarsa penting di tahun-tahun
belakangan di kawasan ini adalah: (a)
keamanan/ keselamatan di sekolah untuk
memastikan keselamatan nyawa anak-anak
di sekolah dan (b) kurikulum sekolah harus
memasukkan pendidikan dan penyadaran
tentang pengurangan risiko bencana untuk
membangun pemberdayaan keselamatan di
antara para generasi muda.

GENDER DALAM BENCANA

Tugas perempuan yang terbentuk
berdasarkan peran yang diembankan
secara sosial, khususnya fungsi merawat

orang sakit dan yang menyandang
disabilitas, meningkat tajam setelah
setiap  bencana; jumlah  perempuan

kepala keluarga meningkat setelah terjadi

bencana; tingkat putus sekolah anak-
anak perempuan meningkat; kekerasan
terhadap perempuan juga meningkat

tajam pascabencana di banyak negara.
Dalam berbagai situasi bencana, terdapat
laporan bahwa perempuan dan anak-anak
perempuan diperdagangkan. Sistem respons
darurat umumnya masih sangat didominasi
laki-laki.  Protokol-protokol operasional
standar untuk peringatan dini, evakuasi,
pencarian dan penyelamatan seringkali
tidak  mempertimbangkan  kebutuhan-
kebutuhan fisik, kesehatan, psikososial dan
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kebutuhan-kebutuhan lain yang spesifik,
serta kapasitas perempuan dan anak-anak
perempuan.

Ideologi patriarki berbasis gender
masih menunjukkan perempuan, bahkan di
negara-negara maju, sebagai korban yang
pasif dalam bencana. Sebaliknya, banyak
prakarsa perempuan di tingkat akar rumput
telah menunjukkan peran perempuan
dalam mengurangi risiko bencana melalui
upaya-upaya Kkesiapsiagaan dan dalam
membangun kembali masyarakat yang
terdampak bencana.

PENUAAN DAN BENCANA

Banyak negara yang menghadapi
penuaan dengan cepat. Jepang, misalnya,
mempunyai hampir 23 persen penduduk
yang merupakan kaum lanjut usia, yang
bisa meningkat menjadi hampir 30 persen
dalam 15 tahun mendatang. Mengingat
lebih tingginya usia harapan hidup untuk

perempuan, rasio penuaan akan lebih
condong ke perempuan. Perubahan-
perubahan demografi ini menimbulkan

tantangan-tantangan untuk mendefinisikan
kembali risiko-risiko yang dihadapi dengan
meningkatnya jumlah lansia dan lansia
perempuan dan mengambil langkah-
langkah yang tepat untuk mengurangi
risiko-risiko yang dihadapi penduduk yang
rentan tersebut. Fakta bahwa lebih dari 60
persen penduduk tewas karena tsunami
di Jepang Timur pada 2011 adalah lansia
menunjukkan tantangan-tantangan yang
bahkan dihadapi negara-negara maju.
Jumlah korban jiwa yang sangat besar
tersebut juga menunjukkan kebutuhan
mendesak untuk mengembangkan upaya
perlindungan sosial yang dapat meredam
dampak bencana pada lansia.




DISABILITAS DALAM
BENCANA

Orang  dengan disabilitas atau
difabel, terdampak bencana secara tidak
proporsional karena proses evakuasi,
tanggap darurat, dan rehabilitasi

seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan

mereka. Penyandang disabilitas menjadi
kelompok yang tidak diikutsertakan
dalam perencanaan penanggulangan

dan kesiapsiagaan bencana dikarenakan
pandangan negatif yang melekat pada
mereka. Perumus  Kkebijakan  seperti
lembaga legislatif dinilai masih kurang
memberikan perlindungan dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini
dapat dikarenakan kurangnya pemahaman
mengenai keberadaan dan kebutuhan
perlindungan  penyandang  disabilitas.
Advokasi yang dilakukan penyandang
disabilitas juga masih banyak yang
bertumpu pada jenis
hambatan tubuh. Negara-negara dengan
tingkat kerentanan tinggi seperti kondisi
geografis dan kepadatan penduduk sudah
seharusnya memperhatikan tingkat
keselamatan warga negara dalam upaya

masing-masing

penanggulangan dan pengurangan risiko
bencana

HIV/AIDS DAN BENCANA

Hampir dua pertiga beban global infeksi
HIV ada di negara-negara yang terdampak
situasi darurat kompleks, baik itu bencana
alam dan/atau konflik. Deklarasi Politik
PBB tentang HIV pada 2006 mengakui
perlunya semua orang “untuk terlibat dalam
penyediaan dan penyampaian bantuan ke
negara-negara dan kawasan-kawasan yang
terdampak situasi darurat kemanusiaan
untuk memasukkan elemen-elemen
pencegahan, perawatan dan pengobatan
HIV ke dalam rencana dan program
mereka.”
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Dalam situasi darurat, ada kebutuh-
an yang lebih dari upaya-upaya
penyelamatan nyawa. Landasan-landasan
untuk pemulihan berkelanjutan harus
direncanakan sejak awal. Pengarusutamaan
HIV ke dalam program pemulihan harus
dilakukan secara sistematis. Termasuk
di dalamnya meningkatkan upaya-upaya
pencegahan, perawatan, pengobatan dan
layanan mitigasi HIV.

LINGKUNGAN DAN
BENCANA

Bencana dan konflik, serta operasi-
operasi bantuan dan pemulihan, berdampak
pada lingkungan sehingga mengancam
nyawa, kesehatan, penghidupan dan
keselamatan.  Ketidakmampuan  untuk
mengatasi risiko-risiko ini bisa melemahkan
proses bantuan, menambah korban jiwa,
ketergantungan kepada bantuan dan
meningkatnya kerentanan.

Ancaman akut terhadap nyawa manusia
dapat disebabkan oleh adanya bahan-bahan
berbahaya seperti bahan kimia industri,
asbes dan hidrokarbon dalam lingkungan.
Pencemaran berat di udara, tanah dan air
bisa timbul karena situasi-situasi tersebut
dan dapat menyebabkan penyakit atau
bahkan kematian. Ancaman terhadap
kesehatan manusia juga disebabkan adanya
bahan-bahan berbahaya dan limbah puing
dalam lingkungan. Meskipun keterpaparan
jangka pendek mungkin tidak mematikan,
dalam jangka panjang ini bisa mengancam
kesehatan manusia. Ancaman terhadap
penghidupan manusia disebabkan oleh
rusaknya sumber daya alam dan ekosistem
seperti hutan, lahan basah dan terumbu
karang. Kerusakan lingkungan seringkali
mengakibatkan hilangnya penghidupan
sehingga bergantung kepada bantuan
kemanusiaan. Selain itu, kerusakan alam
meningkatkan kerentanan terhadap
bencana.

Bahan Bacaan Pelatihan
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PENGURANGAN RISIKO
BENCANA

Pengurangan risiko bencana adalah
konsep dan praktek mengurangi risiko
bencana melalui upaya sistematis untuk
menganalisa dan mengurangi faktor-faktor
penyebab bencana. Mengurangi paparan
terhadap bahaya, mengurangi kerentanan
manusia dan properti, manajemen yang
tepat terhadap pengelolaan lahan dan
lingkungan, dan meningkatkan kesiapan
terhadap dampak bencana merupakan
contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi
disiplin seperti manajemen bencana,
mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian
dari pembangunan berkelanjutan. Agar
kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan
mereka juga harus mengurangi risiko
bencana.

PSIKOSOSIAL

Dukungan Psikososial bukanlah sebuah
terapi psikologis. = Dukungan psikososial
merupakan sebuah cara untuk membantu
masyarakat membangun kembali
hubungan, menggunakan kearifan lokal dan
sumberdaya untuk pemulihan kedepan.
Dalam dukungan psikososial masyarakat
menentukan sendiri tujuan yang ingin
dicapai agar mereka dapat membantu
komunitasnya sendiri.

Tujuan utama dari Dukungan
Psikososial Berbasis Masyarakat ada dua.
Pertama, membantu masyarakat terdampak
bencana untuk mengembalikan kehidupan
yang stabil dan fungsi yang terintegrasi.
Kedua, mengembalikan harapan, martabat,
kesejahteraan jiwa dan sosial, dan
normalitas masyarakat.

CATATAN

Bahan Bacaan Pelatihan
PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT




redrindonesia

impraving humanitarian action

unicef &

KONSEP DASAR

PERLINDUNGAN ANAK

PENGERTIAN ANAK

Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan (Undang-Undang
No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak).

Anak adalah mereka yang berusia 18
tahun kebawah (Convention On The Rights
Of Child (1989) yang telah diratifikasi
pemerintah Indonesia melalui Keppres
Nomor 39 Tahun 1990).

Anak sebagai penduduk yang berusia 0
sampai dengan 18 tahun (UNICEF).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas,
maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun
(0-18 tahun).

Di Indonesia, anak yang masih
dalam kandungan dilindungi sehingga
melakukan  aborsi  dianggap  illegal
Sedangkan di beberapa negara ada yang
memperbolehkan melakukan aborsi ada
alasan medis ataupun yang tanpa ada
alasan medis (tergantung kebijakan masing-
masing negara).

MENGAPA ANAK
DILINDUNGI?

1. Anak memiliki harkat dan martabat yang
sama dengan orang dewasa

2. Anak memiliki hak asasi yang sama
sebagai manusia yang merdeka

3. Anak belum memiliki kemampuan
untuk melindungi diri sendiri

4. Anak-anak memiliki ketergantungan
yang sangat tinggi pada orang dewasa

Prinsip Dasar untuk Memahami
Perkembangan Anak

Setiap anak bersifat unik, berbeda
satu sama lain. Mereka  memiliki
kepribadian, bakat,sifat-sifat, reaksi dan laju
perkembangan yang berbeda-beda.

Anak-anak pada umumnya memiliki
kesamaan, yakni mereka berkembang
mengikuti urutan perkembangan yang
Namun demikian, gender dan
kondisi kehidupan akan berpengaruh besar
terhadap perkembangan anak.

sama.

Dalam  lingkungan  keluarga dan
masyarakat, prasyarat dasar agar anak
dapat berkembang sepenuhnya sebagai
pribadi adalah adanya lingkungan yang
stabil dengan peristiwa yang dapat
diperkirakan sebelumnya dan orang dewasa
yang mampu menyediakan kebutuhan dasar
yang diperlukan anak untuk tumbuh. Tanpa
adanya lingkungan tersebut tidak akan
terwujud perkembangan yang sepenuhnya.

Kebutuhan social emosional yang
penting pada anak adalah: kasih sayang,
penerimaan, persetujuan, disiplin dan
tuntutan. Kasih sayang dan penerimaan
harus dipenuhi tanpa syarat. Dengan kata
lain, anak membutuhkan:
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1. Afeksi (kasih sayang) - adalah
kebutuhan anak untuk dicintai.

2. Penerimaan - kebutuhan untuk
diterima dengan segala kekuatan dan
kelemahan/ kekurangan.

3. Persetujuan - kebutuhan untuk
mendapatkan persetujuan atau
penghargaan terhadap perilaku positif
yang ditampilkan anak. Anak harus
merasa atau tahu pasti bahwa ia
mendapatkan dukungan dari orang
dewasa dalam melakukan suatu kegiatan
atau dalam menjalani kehidupannya.

4. Disiplin - perilaku yang pantas atau
sesuai dengan apa yang bisa diterima
masyarakat umum.

5. Tuntutan - keinginan yang harus
dipenuhi agar dapat tumbuh sehat,
diantaranya adalah keinginan untuk
dicintai dan diperhatikan tanpa syarat
serta kebutuhan untuk mendapat
pengalaman baru.

HAK DASAR ANAK

Hak anak adalah hak asasi manusia
yang dimiliki semua anak dimanapun. Hak
tersebut mencakup hak atas kelangsungan
hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak
untuk terlindungi dari pengaruh yang
berbahaya, perlakuan salah dan eksploitasi,
serta hak untuk berpatisipasi sepenuhnya
di dalam keluarga, budaya dan kehidupan
sosial.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh
dunia menjanjikan hak yang sama untuk
semua anak dengan mengadopsi Konvensi
PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini
mengatur hal apa saja yang harus dilakukan
negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh
sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi,
didengar pendapatnya, dan diperlakukan
dengan adil.

Bahan Bacaan Pelatihan
PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Pasal 1
Anak adalah semua orang yang
berusia di bawah 18 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh hukum suatu
negara. Semua anak memiliki semua
hak yang disebutkan di dalam
Konvensi ini.

Pasal 2
Hak-hak anak berlaku atas semua
anak tanpa terkecuali. Anak

harus dilindungi dari segala jenis
diskriminasi terhadap dirinya atau
diskriminasi yang diakibatkan oleh
keyakinan atau tindakan orangtua
atau anggota keluarganya yang lain.

Pasal 3
Semua tindakan dan keputusan
menyangkut seorang anak harus
dilakukan atas dasar kepentingan
terbaik sang anak.

Pasal 4
Pemerintah bertanggung jawab
memastikan semua hak yang
dicantumkan di dalam Konvensi
dilindungi dan dipenuhi untuk tiap
anak.

Pasal 5
Pemerintah harus membantu
keluarga melindungi hak-hak
anaknya dan menyediakan panduan
sesuai tahapan usia agar tiap anak
dapat belajar menggunakan haknya
dan mewujudkan potensinya secara
penuh.

Pasal 6
Semua anak berhak atas kehidupan.
Pemerintah perlu memastikan
bahwa anak bisa bertahan hidup
dan tumbuh dengan sehat.
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Pasal 7
Tiap anak berhak dicatatkan
kelahirannya secara resmi dan
memiliki kewarganegaraan.

Tiap anak juga berhak mengenal
orangtuanya dan, sedapat mungkin,
diasuh oleh mereka.

Pasal 12
Tiap anak berhak mengemukakan
pendapat dan didengar dan
dipertimbangkan pendapatnya saat
pengambilan suatu keputusan yang
akan mempengaruhi kehidupannya
atau kehidupan anak lain.

Pasal 8
Tiap anak berhak memiliki identitas,
nama, kewarganegaraan, dan
ikatan keluarga, serta mendapatkan
bantuan dari pemerintah apabila
ada bagian manapun dari
identitasnya yang hilang.

Pasal 9
Tiap anak berhak tinggal bersama
orangtua mereka kecuali jika
hal itu justru merugikan sang
anak—sebagai contoh jika anak
mendapatkan perlakuan tidak baik
atau diabaikan oleh salah satu
orangtua. Tiap anak berhak tetap
berhubungan dengan orangtuanya
apabila ia tinggal terpisah dari salah
satu atau kedua orangtuanya.

Pasal 10
Jika anak tinggal di negara yang
berbeda dari negara tempat salah
satu atau kedua orangtuanya tinggal,
pemerintah dari negara-negara
terkait harus mengizinkan anak dan
orangtuanya bebas bepergian agar
mereka dapat bertemu dan menjaga
hubungan.

Pasal 13
Tiap anak berhak mengemukakan
pandangannya dan menerima dan
menyampaikan informasi. Hak ini
dapat dibatasi jika pandangan itu
merugikan atau menyinggung sang
anak atau orang lain.
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Pasal 14
Tiap anak berhak atas kemerdekaan
berpikir, berkeyakinan, dan
beragama, sepanjang hal ini tidak
menghalangi hak orang lain. Hak
orangtua untuk membimbing anak
mereka terkait hal-hal ini perlu
dihargai.

Pasal 15
Tiap anak berhak bertemu anak
lain, bergabung, atau membentuk
kelompok sepanjang hal ini
tidak menghalangi orang lain
melaksanakan haknya.

Pasal 16
Tiap anak berhak atas privasi dan
perlu dilindungi dari pelanggaran
privasi yang menyangkut keluarga,
rumah, komunikasi, dan nama baik
sang anak.

Pasal 11
Tiap anak berhak dilindungi dari
aksi penculikan, atau diambil secara
tidak sah, atau ditahan di negara
asing oleh salah satu orangtua atau
oleh orang lain.

Pasal 17
Tiap anak berhak mengakses
informasi dan materi lainya
dari beragam sumber. Informasi
ini hendaklah berupa informasi
yang bermanfaat dan dapat

dipahami anak.
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Pasal 18
Orangtua atau wali yang sah
bersama-sama bertanggung
jawab membesarkan anak, dan
semua pihak ini perlu selalu
mempertimbangkan kepentingan
terbaik anak. Pemerintah perlu
membantu dengan menyediakan
layanan untuk mendukung orangtua
dan wali, khususnya jika mereka
bekerja.

Pasal 23
Setiap anak dengan disabilitas
berhak atas pendidikan, pelatihan
dan perlindungan khusus agar dapat
menjalani kehidupan secara penuh

Pasal 19
Tiap anak berhak mendapat
pengasuhan yang layak, dilindungi
dari kekerasan, penganiayaan, dan
pengabaian.

Pasal 24
Tiap anak berhak mendapatkan
standar kesehatan dan perawatan
medis yang terbaik, air bersih,
makanan bergizi, dan lingkungan
tinggal yang bersih dan aman.
Semua orang dewasa dan anak-anak
perlu punya akses pada informasi
kesehatan.

Pasal 20
Tiap anak yang tidak bisa diasuh
oleh keluarganya sendiri berhak
diasuh secara layak oleh orang-
orang yang menghormati agama,
budaya, bahasa, dan aspek-aspek
lain dari kehidupan sang anak.

Pasal 25
Tiap anak yang berada di bawah
tanggung jawab negara—dalam
hal pengasuhan, perlindungan,
atau perawatan—berhak ditelaah
kondisinya secara teratur.

Pasal 21

Kepentingan terbaik anak harus

menjadi pertimbangan pertama
jika seorang anak hendak diadopsi.

Jika anak tidak dapat diasuh

dengan layak di negara tempatnya

lahir, adopsi di negara lain dapat

dipertimbangkan.

Pasal 26
Tiap anak berhak mendapatkan
bantuan sosial yang bisa
membantunya bertumbuh-kembang
dan hidup dalam kondisi baik.

Pemerintah perlu memberikan uang
tambahan kepada anak dan keluarga

miskin dan yang membutuhkan.

Pasal 22
Tiap anak yang datang sebagai
pengungsi ke suatu negara berhak
mendapatkan perlindungan dan
dukungan khusus serta semua hak
yang sama dengan hak yang dimiliki
anak-anak yang lahir di negara itu.
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Pasal 27
Anak berhak mendapatkan standar
hidup yang cukup baik sehingga
semua kebutuhan mereka terpenubhi.
Pemerintah perlu membantu
keluarga yang tidak mampu
memenuhi hal ini dan memastikan
bahwa orangtua dan wali memenuhi
tanggung jawab keuangannya
terhadap anak-anak mereka.




Pasal 28
Tiap anak berhak mendapatkan
pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan dasar perlu tersedia
gratis, pendidikan menengah
dapat diakses, dan anak didorong
menempuh pendidikan hingga
ke tingkat tertinggi yang
dimungkinkan. Disiplin yang
diterapkan sekolah-sekolah haruslah
tetap menghormati hak dan
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Pasal 33

Tiap anak berhak dilindungi dari

konsumsi, produksi, atau peredaran
obat-obatan berbahaya.

Pasal 34
Tiap anak berhak dilindungi dari
eksploitasi dan penganiayaan
seksual, termasuk prostitusi dan
keterlibatan dalam pornografi.

martabat anak.

Pasal 29
Pendidikan perlu menumbuhkan
karakter, bakat, kondisi mental,
dan kemampuan fisik anak dan
mengajarkan mereka pemahaman,
perdamaian, dan kesetaraan gender
dan persahabatan antarmanusia,
dengan tetap menghormati budaya
sendiri dan orang lain. Pendidikan
perlu menyiapkan anak menjadi
warga aktif di masyarakat bebas.

Pasal 30
Tiap anak berhak belajar dan
menggunakan bahasa, adat
istiadat, dan agama keluarga atau
komunitasnya, terlepas dari apakah

bahasa, adat istiadat, dan agama
itu dipraktikkan oleh masyarakat

mayoritas di negara tempatnya

tinggal.

Pasal 31
Tiap anak berhak beristirahat dan
bermain, dan mengikuti berbagai
kegiatan budaya dan kesenian.

Pasal 35
Tiap anak berhak dilindungi dari
aksi penculikan, dijual, atau diambil
untuk dibawa ke negara lain dengan
tujuan dieksploitasi.

Pasal 36
Tiap anak berhak dilindungi dari
eksploitasi dalam bentuk apapun
yang merugikannya.

Pasal 37
Tiap anak yang melanggar hukum,
atau dituduh melanggar hukum,
tidak boleh diperlakukan dengan
kejam atau dengan tindakan yang
dapat melukai. Anak tidak boleh
ditempatkan di tahanan yang
sama dengan orang dewasa, anak
harus tetap dapat menghubungi
keluarganya, dan anak tidak boleh
diberikan hukuman mati atau
penjara seumur hidup.

Pasal 38
Anak manapun yang berusia
di bawah 15 tahun tidak boleh
diwajibkan bergabung dengan
pasukan bersenjata atau ikut
dalam konflik bersenjata. Anak

Pasal 32
Tiap anak berhak dilindungi
dari kerja-kerja yang merugikan
kesehatan atau pertumbuhan
mereka. Anak yang bekerja berhak
atas lingkungan yang aman dan
upah yang adil.

di zona perang harus menerima
perlindungan khusus.
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Pasal 39
Tiap anak yang dilukai, diabaikan,
atau dianiaya atau menjadi korban
eksploitasi, konflik bersenjata,
atau dipenjarakan berha